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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
(Al-Bagarah Ayat 267)
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PEDOMAN TRANSLITERAS

A. Umum

Trandliterass adalah pemindahan aihan tulisan tulisan arab ke dalam
tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan trandliterasi.

B. Konsonan

= Tidak ditambahkan =dl
=B =417
=T =dh
=Ts =*(koma menghadap ke atas)
=J =gh
=H =f
=Kh =q
=D =k
=Dz =
=R =m
=7 =n
=S =w
=Sy =h
=Sh =y



Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabilaterletak diawal
kata maka tranditerasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan,
namunapabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan
tandakoma diatas (), berbalik dengan koma (*) untuk pengganti lambing “ .

. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin  vocal

fathahditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan

bacaanmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = A Misalnya menjadi Qda
Vocal (i) Panjang = I Misalnya Jé  menjadi Qila
Vocal (u) Panjang = U Misalnya menjadi Ddna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”,
melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulis dengan“aw” dan *“ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = Misalnya menjadi Qawlun
Diftong (ay) = Misalnya o5 menjadi Khayrun
. Ta’ marbathah ()

Ta’ marbdthah ditrandliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat,
tetapi apabila ta’ marblthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya maka
menjadi ar-risdlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka



ditrandliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan
kalimat berikutnya,misalnya <éss »é menjadi fi rahmatillah.
. Kata Sandang dan L afdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem trandliterasi .Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesa atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem trandliterasi
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ABSTRAK

M. Tri Bakti In Hidayatulloh, 13210113, 2017. Efektifitas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang Sanksi Administratif
Keterlambatan Pendaftaran Tanah Wakaf Oleh Peabat Pembuat
Akta I krar Wakaf, Skripsi, Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Sudirman .MA.

Kata Kunci: Efektifitas, Undang-Undang, Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan atau kesgjahteraan umum menurut syariah. Salah satu obyek wakaf
adalah perwakafan tanah, tanah wakaf harus memiliki sertifikat dengan tujuan
sebagai legalitas tanah wakaf. Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf adalah diberlakukannya sanksi administratif
terhadap keterlambatan pendaftaran tanah wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf Kecamatan Sukodadi memberikan pelayanan kepada masyarakat baik
dalam proses mendapatkan akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan keterlambatan
pendaftaran tanah wakaf oleh Pegabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan dan mengetahui efektifitas sanksi administratif
keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Adapun penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sukodadi dengan jenis
penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh
melalui teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui
proses editing, klasifikas, verifikasi, analisis data, dan kemudian disimpulkan.

Dari hasil penditian ini diperoleh kesmpulan bahwa aasan yang
menyebabkan keterlambatan pendaftaran tanah wakaf terdiri dari beberapa alasan.
Alasan yang menyebabkan adalah kurangnya sumber daya manusia, kesadaran
hukum wakif dan Nazhir terhadap Undang-Undang, kurangnya pemahaman
masyarakat sekitar tanah wakaf dan alasan pengetahuan. Sedangkan efektifitas
sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf termasuk belum
efektif karena pencapaian yang didapat oleh Kementerian Agama Kabupaten
Lamongan dengan memberikan himbauan kepada Pegjabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf Kecamatan Sukodadi dalam kurun waktu 13 tahun hanya mencapai 30%
atau 3 tanah wakaf dari 10 total tanah wakaf yang yang seharusnya sudah
mendapatkan sertifikat tanah wakaf.
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ABSTRACT

M. Tri Bakti In Hidayatulloh, 13210113, 2017. The Efectiveness Of
Congtitution Number 41 Of Year 2004 Article 68 About
Administrative Sanctions In Registration Delay Of Land Wakaf By
Wakaf Official Document Declaration, Thesis, Departement Of Al-
Ahwa Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik lbrahim
State Islamic University, Malang, Advisor: Dr. Sudirman .MA.

Keywords. Effectiveness, Law, Wakaf

Wakaf isalegal action that done by wakif to separate and to give some
of their wealth either permanently or temporarily in accordance to the purpose of
worship and public welfare based on sharia. One of the objects of wakaf is land,
it should have a certificate for the legality. One mandate of constitution Number
41 year 2004 on wakaf is the imposition of administrative sanctions against the
delays in registration of wakaf land. Wakaf Official Document Declaration
District of Sukodadi provides the services to the people in of getting the
certificate or the wakaf certificate.

The Purpose of this research is to determine the reason in registration
delay of Wakaf which had by Wakaf official document declaration in Sukodadi
subdistrict, Lamongan Regency. The other objectives is to know the affectivity
of administrative sanction in registration delay of wakaf by wakaf officia
document declaration Sukodadi subdistrict, Lamongan Regency.

The Research are located in District Sukodadi with the kind of empirical

research, using a qualitative approach. While the data used in this study are
primary and secondary data obtained through interview and documentation,
which is then processed through a process of editing, clasification, verification,
data analysis, and then smake a conclution.
From these results we concluded that the reasons which led to delays in registration
of wakaf land consists of severa reasons. Reasons that cause is the lack of human
resources, legal awareness wakif and Nazhir about constitution, public
understanding about land endowments and grounds of knowledge. While
effectiveness of administrative sanctions, including donated land registration
delay is not effective because the achievement gained by the Ministry of Religious
Lamongan to give an appea to the Wakaf Official Document Declaration District
of Sukodadi within a period of 13 years, only 30% or 3 out of 10 donated wakaf
land that should have been certified wakaf land.

XVii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi,
sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan
ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti
perkembangan dalam segala bidang tidak terkecuali dalam bidang wakaf. Wakaf
merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka



waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.*

Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting
guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti
untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi, oleh karenanya,
wakaf di Indonesia memang lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah,
bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, masalah perwakafan tanah
perlu diatur dan dikelola dengan secermat mungkin. Sehingga dikemudian hari
jika ada permasal ahan yang berkaitan dengan tanah wakaf ini bisa segera mungkin
di selesaikan.

Sejak datangnya Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan
paham yang di anut oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham
syafi’iyah dan adat setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5
tahun 1960 tentang : Peraturan dasar pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.
28 tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia
masih  menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan
melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling
percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf
sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan semata yang
Sigpa sgja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Paham

masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat mudah untuk saling mempercayai

! Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



antar individu, sehingga menimbulkan persengketaan karena tidak ada bukti yang
kuat untuk menunjukkan bahwa benda- benda bersangkutan telah diwakafkan.?

Sebagal salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf.
Pemerintah melakukan upaya guna melindungi permasalahan wakaf di Indonesia
baik melalui Undang Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah diberlakukan di Indonesia
menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan wakaf yang
adadi Indonesia

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang
hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur bagaimana
penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk
kesgjahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan hukum
antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air dan
ruang angkasa tersebut.>

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang ada di wilayah Negara
Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam permasalahan perwakafan
tanah terbukti di Kabupaten Lamongan terdapat 2,159 wilayah tanah wakaf yang
tersebar di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan , bentuk tanah wakaf
yang ada di Kabupaten Lamongan rata rata telah berdiri bangunan antara sekolah
ataupun magjid, hal itupun juga sama terjadi di Kecamatan Sukodadi Kabupaten

Lamongan.

2 Ahmad Djunaidi dan Anggota , Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta :
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat |slam, 2006), 37

* Ahmad Djunaidi dan Anggota, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di
Indonesia, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat |slam, 2007), 1



Tanah wakaf sebaga salah satu harta benda yang cukup penting dan dengan
banyaknya tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat tanah yang
dikeluarkan olen Badan Pertanahan Nasiona, dikhawatirkan akan banyak
beberapa permasalahan yang akan muncul dilain hari. Salah satu masalah adalah
jika belum didaftarkannya tanah wakaf ke badan pertanahan maka pihak keluarga
akan tetap membayar pajak tanah tersebut karena belum memiliki sertifikat tanah
wakaf. masalah yang bisa sgja timbul adalah permasalahan keluarga, bukan tidak
mungkin jika suatu saat nantinya dengan tidak adanya legalitas hukum sebagai
tanah wakaf keluarga akan mempermasal ahkan tanah tersebut, sehingga niat baik
wakif yang ingin mewakafkan akan tidak sesuat dengan tujuan awal wakif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf itu telah
diberlakukan selama 13 tahun namun ternyata di dalam penerapannya terhadap
pengelolaan harta tanah wakaf belum terlaksana secara optimal. Permasalahan
wakaf sudah diatur tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan yang
ditemukan di masyarakat, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang terdapat
92 Tanah Wakaf yang terdaftar di Kementrian Agama akan tetapi dari 92 Tanah
wakaf yang sudah terdaftar di Kementrian Agama dan sudah mendapatkan Akta
Ikrar Wakaf belum semuanya mendapatkan sertifikat Tanah Wakaf, 80 Tanah
sudah mendapatkan sertfikat dan 12 tanah wakaf belum mendapatkan sertifikat
tanah wakaf.

Apabila melihat aturan tentang wakaf di Indonesia menunjukkan jika PPAIW

Atas Nama Nazhir mendaftakan harta benda wakaf kepada instans yang



berwenang paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.*
Dengan Undang-Undang ini seharusnya Tanah Wakaf yang sudah memiliki Akta
Ikrar Wakaf harus sudah mendapatkan sertifikat tanah wakaf, banyaknya tanah
wakaf yang berada di wilayah kecamatan sukodadi ini menandakan jika peraturan
ini belum bisa terlaksana dengan baik. Tujuan didaftarkannya tanah wakaf dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk menguatkan
status tanah wakaf, sehingga kemudian hari jika ditemukan sebuah persoalan
maka permasal ahan tersebut |ebih mudah untuk diselesaikan.

Berdasarkan ketentuan diatas jika tidak dapat melaksanakan Pendaftaran
Tanah wakaf maksimal 7 hari setelah penerbitan Akta Ikrar Wakaf maka Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan terancam sanksi Administratif sesuai pasal 68
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi ““Menteri
dapat mengenakan sanksi Administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya
harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 dan 32”".

Sanks administratif yang dibuat oleh pemerintah dan diharapkan untuk
dilaksanakan merupakan salah satu upaya pengamanan benda wakaf yang
dilakukan oleh pemerintah. Sanksi Administratif ini dirumuskan tentunya dengan
kebijakan atau aturan demi kepentingan bersama. Adanya sanks juga
menciptakan ketertiban. Segal a kegiatan masalah wakaf dapat terkontrol sehingga
mempermudah serta mempertegas layanan wakaf terkhusus dalam masalah

pendaftaran harta benda wakaf.

* Pasal 32 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



Adanya sanks administratif yang diberikan oleh menteri kepada Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf saat tidak melaksanakan pendaftaran benda wakaf
akan memiliki dampak konsekuensi hukum. adapun konsekuensi yang harus
diterima oleh Pegabat Pembuat Akta lkrar Wakaf ini adalah pengehentian
sementara atau pengehntian jabatan dari jabatan Pejabat Pembuat Akta lkrar
Wakaf, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi selaku
Pegjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal Tanah Wakaf, tidak bisa berperan
dalam pelaksanaan wakaf yang ada di daerah Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan.

Dalam mengemban amanah dari wakif untuk menjaga harta benda yang
diwakafkan maka Nadzir dibantu oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta Ikrar
Wakaf adapun PPAIW disini yang berkaitan dengan tanah adalah Kepala Kantor
Urusan Agama yang berada di daerah setempat. Ulama memang tidak menjadikan
PPAIW dan Nadzir sebagal rukun dari wakaf akan tetapi peran dari Nadzir dan
PPAIW sangat penting untuk kelangsungan atau untuk perkembangan wakaf.
Nazhir sebaga pengelolan dan PPAIW sebagai sarana untuk pembuatan aktaikrar
wakaf sehingga wakaf tersebut dapat memiliki kekuatan hukum.

Melihat dari latar belakang diatas, baik dari permasalahan masih adanya tanah
wakaf yang belum di daftarkan atau belum mendapat sertifikat yang ada di daerah
wilayah hukum Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan maka peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan

tersebut.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas maka penulis merumuskan

beberapa rumusan masal ah sebagai berikut :

1. Mengapa pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mengalami keterlambatan
pendaftaran?

2. Bagaimana efektifitas sanks administratif keterlambatan pendaftaran
tanah wakaf oleh Pgjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Pen€litian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan adapun tujuan dari

penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan alasan keterlambatan pendaftaran tanah Wakaf oleh
Pgjabat Pembuat Akta lkrar Wakaf Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan

2. Menganalisis efektifitas sanksi administratif keterlambatan pendaftaran
tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya pendlitian ini maka peneliti berharap dapat memberikan

beberapa manfaat, adapun manfaat antaralain :



1. Secarateoritis
a. Penditian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam
khazanah keilmuan tentang wakaf dan hal hal yang berkaitan dengan
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
b. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis pada khususnya dan
memberikan informasi  kepada masyarakat akan pentingnya
pendaftaran benda wakaf setelah terbitnya akta ikrar wakaf
2. Secarapraktis
a. Menjadi sumber referensi bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf agar
tidek terjadi keterlambatan pendaftaran benda wakaf setelah
ditandatangani aktaikrar wakaf.
b. Sebaga referensi baru bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema
serupa dengan pendlitian ini.
E. Definisi Operasional
Beberapa penegasan atas pengertian istilah dalam penelitian ini sehingga
mempemudah dalam pemahaman penelitian sebagai berikut :
1. Efektifitas
Pengukuran atas berhasil atau tidaknya suatu hal dalam hal ini adalah
sanksi Administratif terhadap keterlambatan pendaftaran benda wakaf
2. Sanksi Administratif
Sanks atau hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran administras
atau sanks atas tidak terlaksananya aturan yang ada pada Undang

Undang



3. Keterlambatan

Suatu peristiwa dimana peristiwa itu sudah diatur jadwalnya akan tetapi

pel aksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang diberikan atau melebihi

dari jadwal yang sudah ditentukan

4. Benda Wakaf
Benda ataupun barang yang diberikan oleh wakif kepada Nazhir yang
digunakan sesuai tujuan yang diinginkan oleh wakif
5. Pgabat pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pgjabat yang berwenang membuat Akta lkrar Wakaf yang sudah di

tetapkan oleh Menteri Agama, pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti

pemberian wakaf oleh Wakif.
F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini,
maka sistematika pembahasan dalam proposal penelitian skripsi ini disusun
dengan sistematika penyusunan dalam bentuk bab, yaitu sebagi berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti

dapat diketahui arah masalah dan konteksnya yang meliputi latar belakang
dilakukan penelitia yang didalamnya dikemukakan uraian tentang masalah yang
menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Dari latar belakang tersebut di buatlah
rumusan masalah sebagai focus pembahasan dalam penelitian, Kemudian tujuan
penelitian sehingga hal yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan

dengan jelas dan tegas. Serta manfaat penelitian baik manfaat secara teoritis
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ataupun manfaat secara praktis, definisi operasional yang memuat definisi yang
diberikan sebagai penegasan terhadap suatu objek penelitian. dan yang terakhir
adal ah sistematika penulisan skripsi.
BAB |I: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat kumpulan penelitian terdahulu dan kajian teori yang
akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek
penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah, Tema penelitian terdahulu
dan kajian teori dalam bab ini meliputi teori Efektifitas, Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Benda Wakaf, Tanah Wakaf, dan Peabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf
BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian, karena metode penelitian sangat
diperlukan dalam melakukan penelitian secarailmiah. bab ini menjelaskan tentang
,metode penelitian yang digunakan yang meliputi, lokas penelitian, pendekatan
dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa
data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan
untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daam bab ini beris hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini
memaparkan secara singkat dan padat tentang lokas pendlitian, hal ini
dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi penelitian yang digunakan oleh
peneliti dalam melakukan penelitian, selanjutnya juga menjelaskan jawaban yang

ada pada rumusan masalah, yakni mendeskripsikan alas an keterlambatan
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pendaftaran benda wakaf dan yang kedua adalah menganalisis tingkat efektifitas
dari pelaksanaan sanksi administratif sesuai pasal 68 Undang Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf.
BAB V: KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang
dua hal yang mendasar yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini
bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, akan tetapi jawaban
secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab | dan yang
telah dianalisis pada bab IV, sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada
semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan
manfaat atau kontribusi yang maksimal serta sebaga masukan yang bersifat

akademisi.



BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendlitian Terdahulu

Peneliti  memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian ini, pemaparan penelitian terdahulu ini dirasa
sangat penting karena penelitian terdahulu ini guna dalam rangka mengetahui
dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat
substansial dengan penelitian terdahulu yang berkaitan, maka perlu dijelaskan
hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian-

penelitian tersebut.

12
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Pertama Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Virka Untrisna® dengan judul
Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf di
Masjid Jami’ Al-Istigomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karanag Jawa Barat)
dalam penelitian skripsi ini yang diteliti adalah sgjauh mana akibat yuridis jika
Tanah Wakaf Masjid Jami’ Al-Istigomah ini tidak terlaksana dan faktor yang
menyebabkan tidak terdaftarnya Tanah Wakaf Masjid, Metode Penelitian yang
digunakan ini adalah Penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif. Adapun
hasil dari penelitian ini adalah tidak ada dampak yang terlalu banyak dengan
tidak didaftaarkannya tanah yang menjadi magjid ini, akan tetapi seharusnya
lebih baik di daftarkan. Faktor yang menyebabkan tidak terdaftarnya tanah wakaf
ini dikarenakan Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif masih memiliki hubungan
saudara dengan wakif sehingga wakif merasa aman tanpa mendaftarkan tanah
wakaf tersebut.

Penelitian yang kedua adalah skripsi yang dilakukan oleh Wiwin Ima Shofa®
Satus Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa
Lumbang Rejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan), Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian  ini adalah Untuk mengetahui prosedur perwakafan menurut
masyarakat Desa Lumbang Reo, Untuk mengetahui faktor yang melatar
belakangi masyarakat Desa Lumbang Rejo tidak mensertifikatkan tanah wakaf,

dan Untuk mengetahui kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat di Desa

> Virka Untrisna, Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakf di
Masjid Jami’ Al-1stigomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karanag Jawa Barat), (Jakarta: Skripsi
M ahasi swa Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syarian dan Hukum UIN Syarif
Hidayatulloh, 2007)

® Wiwin Ima Shofa, Satus Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Sudi Kasus di Desa
Lumbang Rejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan), (Malang : Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas |Isam Negeri Maang, Malang, 2008)



14

Lumbang Regjo. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis
penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (Case Study) yang bertujuan
mengetahui persepsi masyarakat tentang prosedur perwakafan tanah Adapun
hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa prosedur perwakafan tanah di Desa
Lumbang Rejo masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka
lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf dari pada hukum
forma yang ada, Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf
tersebut belum besertifikat diantaranya yang paling menonjol yaitu: pertama:
tidak adanya sosialisasi dari aparat yang terkait, kedua: minimnya pendidikan
yng mereka dapat hanya setingkat SD, ketiga: Mahalnya biaya sertifikasi dan
Tidak ada kepastian hukum bagi tanah wakaf yang tidak mempunyai syarat-
syarat administratif yang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan
pel aksanaannya dalam PP No. 42 Tahun 2006 khususnya mempunyai sertifikat.
Sehingga tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesua tujuan wakaf serta
dapat dikembangkan.

Penelitian ketiga adalah skripsi yang dilakukan oleh Irfanul Lukman’
Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap pengelola benda wakaf (Sudi di KUA
Kecamatan Sedati Kabupaten Sdoarjo). Dalam penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui sgjauh mana pengawasan KUA terhadap pengelola benda
wakaf yang berada di daerah Sedati dan ingin mengetahui faktor yang
mempengaruhi dari kefektifitasan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Sedeati,

adapun hasil dari penelitian adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa

" Irfanul Lukman, Efektifitas Pengawasan KUA Terhadap pengelola benda wakaf (Studi di KUA
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), (Surabaya : Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2009)



15

pelaksanaan pengawasan KUA selama ini masih belum efektif, karena KUA
jarang melakukan sosialisas terhadap para nadzir mengenai perwakafan.
Sehingga, pengelola benda wakaf merasa belum tahu sepenuhnya apa yang
seharusnya dilakukan oleh pengelola benda wakaf tersebut, serta kurangnya
kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan,
dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi  efektivitas atau tidaknya pelaksanaan pengawasan KUA
terhadap pengelola benda wakaf di Kecamatan Sedati adalah, kurangnya sumber
daya manusia KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya
kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam melakukan pengawasan, dan
terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan.

Penelitian yang ke empat adalah skripsi yang diteliti oleh Muh. Arief
Budiman: Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin.® Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang- undang No. 41 tahun
2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenal wakaf uang di kota Banjarmasin
dan faktor-faktor apa sgja yang mempengaruhi terhadap efektivitas Undang-
undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang
di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang
bersifat bersifat deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh
kesimpulan bahwa efektivitas Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang

wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin maka belum

® Muh. Arif Budiman, Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal
28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin, Thesis, Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin,2016
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dikatakan efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tidak ada dan
kalaupun ada dalam penergpan wakaf uang belum sesuai dengan  amanat
undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai
wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor
penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat
dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling
berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenal wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor
penegak hukum/ penyelenggara hukum dalam hal ini Kementrian Agama Kota
Banjarmasin.
Apabila dibentuk dalam tabel maka akan terbentuk sebagai berikut :

Tabd 1
Tabel Pendlitian Terdahulu

Judul, bentuk

(skripsi, journal,

No _ Penuli = ’
dll), penerbit dan enulis er bedaan er samaan

tahun terbit.
Akibat Yuridis Tanah Dalam Skripsi ini | Sama Sama
_ yang terfokus terdaftarnya
Terdatar (Sudi dengan tanah tanah wakaf
Kasus Tanah Wakf di Virk wakaf magjid dan
irka .
L1 Masjiddami’ Al- | i | UaINYa
stiqormah Desa mencari Akibat
g Y uridis dari tidak
Cikalong Kec. terdaftarnya
Cilamaya Karanag Tanah wakaf

Jawa Barat),Skripsi
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Jurusan Perbandingan
Madzab dan Hukum,
Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif

Hidayatulloh, Jakarta

2007
Satus Kekuatan Dalam Skripsi ini | Sama sama
Hukum Tanah Wakaf Mencari status | berkaitan
ik kekuatan hukum | tentang Tanf
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Berdasarkan dari tabel tentang beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti
merasa belum ada penelitian yang membahas tentang penelitian yang akan dikaji
oleh pendliti sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah pendliti
terfokus terhadap efektifitas sanksi administratif
B. Kerangka Teori
1. Wakaf

Pengertian Wakaf, Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yakni Wagafa yang
berarti berhenti, atau menahan atau diam ditempat, atau tetap berdiri®. Mendapat

artian menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjuaan dan semua

° Departemen Agama RI, Figh Wakaf, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat |slam Departeme Agama RI, 2007). 1
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tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.'® Sedangkan untuk pemaknaan
istilah wakaf ulama akan memberikan definisi wakaf sesuai dengan madzah yang
mereka ikuti sehingga akan muncul banyak arti wakaf jika di bentuk dalam
sebuah istilah. Akan tetapi di Negara Indonesia memiliki artian wakaf yang sudah
tertulis di dalam undang undang wakaf dimana wakaf memiliki arti Wakaf
merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.™

2. Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk
yang menghasilkan yang spesifik yang terukur.?. Kamus Ilmiah populer
mendefinisikan efektivitas sebagal ketepatan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan. Efektifitas bisajuga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan
dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Peraturan perundang undangan baik yang tingkatnya lebih rendah atau lebih
tinggi bertujuan agar masyarakat ataupun aparatur negara dapat melaksanakan
secara konsisten dan tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang
lain, karena semua orang dianggap sama dihadapan hukum, Namun dalam realitas
peraturan perundang-undangan yang diterapkan seringkali dilanggar , sehingga

aturan tersebut tidak berlaku atau tidak efektif. Tidak efektifnya Undang-Undang

10 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida,

(Jakarta: Khalifa, 2004), h. 44

" pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

"2Soerjono soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007) 42
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bisa disebabkan karena undang-undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang
tidak konsisten ataupun masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan Undang-
Undang tersebut , apabila undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka
Undang-Undang itu dapat dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal ini disebut
dengan teori efektifitas hukum.
Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikataka efektif apabila:
a. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk
hukum serta pelaksana.
b. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku
sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.
Ada tiga fokus pembahasan dalam kajian teori efektifitas hukum yang meliputi*®
a. Keberhasilan dalam pel aksanaan hukum
Bahwa hukum yang dibuat tercapai maksudnya, maksud dari norma
hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu
ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka
pel aksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam penerapannya
b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah diatur tidak mencapai maksud dari

tujuan peraturan tersebut atau tidak berhasil dalam implementasinya

" Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2013),303
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c. Faktor faktor yang mempengaruhi
Mengenai faktor faktor yang mempengaruhi, Soerjono Soekanto
mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah
sebagai berikut
(1) Faktor Hukumnya hukumnya sendiri

Suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat secara umum
agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut
harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah
dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan
dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan
hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik
dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan
adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna,
dan tidak membingungkan, maka ef ektifitas hukum akan mudah tercapai.

Efektifitas hukum akan sulit tercapai jika terdapat gangguan terhadap
penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang, yaitu :**

i. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang

ii. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan

untuk menerapkan undang undang
iii. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta

penerapannya

' Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2007) 17
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(2) Faktor penegak hukum

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur
juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa
perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipasti,
yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat
menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum
yang ada.

Dalam peranan seorang penegak hukum, sekarang sebenarnya lebih
banyak tertuju pada diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak
sangat terikat oleh hukum, dalam penegakan hukum diskresi sangat
penting, oleh karena™

i. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya,

sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia

ii. Adanya kelambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan

dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga timbul
ketidakpastian

iii. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan

sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang

iv. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan

secara khusus

' Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 21
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(3) Faktor sarana atau fasilitas
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan
suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena
apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang
dilakukan tidak akan dapat mencapal hasil yang diharapkan
Sarana dan prasarana mempunya peranan yang sangat penting di
dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu,
maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar,.
Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisas yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, Kalau hal itu tidak
terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya™®
(4) Faktor masyar akat
Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan
masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak
maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu
biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang
hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, karena penegakan hukum
berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian

masyarakat.*’

'® Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 37
' Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 45
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(5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai yang merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti)dan
apa apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esens dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
efektifitas hukum®

3. Sanks Administratif

Seorang filosof Y unani,Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah zoon
politicon, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak
lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan
melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang
dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung.
Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling
membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu
yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berl awanan®®

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku
administrass negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga
terhadap sikap administras negara, serta melindungi administras negara itu
sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau

administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi

'® Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 9
" R. Soeroso, Pengantar 11mu Hukum,(Jakarta :Sinar Grafika, 2006) 40.
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administras negara dalam  melaksanakan  fungsinya. ~ Hukum  yang
memberikan landasan tersebutdinamakan hukum administrasi negara

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat

hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaks atas
ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum
Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi
daam hukum administrass Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen),
bersifat  hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah
(overheid), sebagai resks atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving).?

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

a Sanks reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagal resks atas
pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi
semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang,
dwangsom;

b. Sanks punitif, artinya sanks yang ditujukan untuk memberikan
hukuman pada seseorang, misalnya adal ah berupa denda administratif;

c. Sanks regresif,m sanksi yang diterapkan sebagai reaksi ketidakpatuhan
terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan®

Perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum

menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dapat berwujud :?

?* Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: PT. RgjaGrafindo,2006). 315
*! Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 319
% Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 1999), . 71.
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a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah
hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan
hukum baru yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk
bertindak®

b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu
hubungan hukum tertentu, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana
hak dan kewgjiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan
kewgiban pihak yang lain. Misalnya sgjak pembeli barang telah
membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan
tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara
keduanya®

c. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanks pidana maupun sanks di
bidang hukum keperdataan, misalnya dalam bidang hukum perdata
dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun
wanprestasi.

Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-keadian darurat oleh
hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum,
meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin
terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebakaran dimana
seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol

tembok untuk mearikan diri

2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor:Ghalialndonesia.2011).192.
# Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, h.193
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini muncul ketika
perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka pada tahun mendekati
2004 . Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan
pembangunan yang memerlukan inovasi-inovasi baru®

Awal munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang ini
yang memasukkan wakaf tunai sempat mengejutkan beberapa kalangan,
Khususnya para ahli dan praktis ekonomi islam. Karena wakaf tunai
berlavanan dengan presepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun
lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda tidak bergerak®®. Undang Undang
No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini terdiri dari 71 pasal yang masuk dalam
XI (Sebelas) Bab

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini
merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan
wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif di Negara-negara
muslim menjadi bukti nyata bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting
dalam upaya meningkatkan kesgahteraan uma, baik dalam bidang ekonomi,

pendidikan kesehatan dan pembangunan saranaibadah (sosia)

% Kementrian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,
(Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan
Wakaf,2005).1

% K ementrian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,.2
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Daam pembentukan Undang-Undang tentang wakaf ini tidak hanya
pimpinan legidatif yang membahas, akan tetapi Organisasi Masyarakat Islam
juga memiliki peran dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf, diundangnya Organisasi Masyarakat Islam ini karena
memiliki sgarah penting dalam pengelolaan harta benda wakaf seperti
Muhammadiyah, Nahdhatu Ulama, Persatuan Islam dan organisasi masyarakat
islam yang lain, dan tentunya Majelis Ulama Indonesia

Maelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakili oleh DR.KH Anwar
Ibrahim dan H. Amidhan secara garis umum memberikan gambaran tentang
pentingya kehadiran Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang ini merupakan
kenoscayaan ditengah kondiss umat islam yang memerlukan stimulas
peningkatan kesgjahteraan ekonomi?’, oleh karena itu Majelis Ulama
menyambut dengan gembira terhadap inisiatif pemerintah dalam pengelolaan
masal ah wakaf

Muhammadiyah juga menyambut bailk dengan adanya Undang-Undang
Wakaf, akan tetapi Muhammadiyah mengaukan beberapa usulan yakni
mengusulkan Agar Nazhir wakaf kelak hanya berupa Nazhir Organisad,
karena Nazhir perseorangan kebanyakan dari kalangan agamawan seperti kyai
ustadz, gjengan dan lain lain banyak yang tidak memiliki kemampuan
mangjerial yang baik® adanya usul ini karena Muhammadiyah memiliki

perasaan khawatir jika tidak adanya kemampuan dalam masalah mangjerial

%7 K ementrian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,.87
%% K ementrian Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,.91
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akan mudah terjadi penyelewengan dalam masalah pengelolaan harta benda
wakaf.
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 Tentang wakaf ini
merupakan bagian kedua yang membahas tentang sanksi Administratif
adapun bunyi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 adalah sebagai
berikut :

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi Administratif atas pelanggaran
tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan
Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32

(2) Sanksi administratif sebagai manadimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Peringatan Tertulis

b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang
wakaf bagi lembaga keuangan syariah

c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari
jabatan PPAIW

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 68 ayat (1) menjelaskan
jika tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah
dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32 maka menteri akan
memberikan sanksi Administratif.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 30 ini yang termasuk
dalam Bab Ill tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf
lebih terfokus pada Pendaftaran Benda wakaf. Adapun bunyi Undang-Undang

Nomor 41 Pasal 30 adalah
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Lembaga keuangan Syariah Atas Nama Nazhir mendaftarkan harta
benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7
(Tujuh) hari kerja sgjak diterbitkannya sertifikat Uang®
Sedangkan bunyi pasal 32 adalah sebagai berikut
PPAIW Atas Nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada
instans yang berwenang paling lambat 7 (Tujuh) hari sgjak akta ikrar
wakaf ditandatangani*
Instansi yang dimaksud dalam pasal 32 adalah :
a Instans yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah badan
Pertanahan Nasional
b. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang
adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya
c. Instans yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang
yang tidak terdaftar (Unregistered Goods) adalah Badan Wakaf
Indonesia
Apabila PPAIW Atas Nama Nazhir tidak melakukan pendaftaran harta
benda wakaf dalam kurun waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi
Administratif sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Pasal 68 Ayat (1). Sehingga antara pasal 68 dengan pasal 30
dan 32 ini tidak dapat terpisahkan , jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
atau Pgjabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW) melanggar pasal 30 dan 32

maka pasal 68 ini baru bisa dilaksanakan, dalam islam tidak menyinggung

% pasal 30 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
% pasal 32 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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secara khusus tentang adanya ancaman terhadap pelanggaran yang dilakukan
dalam pelaksanaan perwakafan®
5. Benda Wakaf
Harta Benda Wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/
manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang
diwakafkan oleh wakif*?. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila
dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah
Jenis harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf terdiri dari benda tidaki bergerak, benda bergerak selain uang,
dan benda bergerak berupa uang.®
Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-Undang wakaf dapat
dijabarkan sebagai berikut
a hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan bendalain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;
e. benda tidak bergerak lain sesua dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.*

*! Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika,2013)102
*? pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

** Departemen Agama RI, Figh Wakaf, 70

** Departemen Agama RI, Figh Wakaf, 71
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Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat
berpindah atau dipindahkan atau ketetapan undang-undang
b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan
dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian
c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat
diwakafkan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaanyya
berkelanjutan
d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat
diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah®
6. Pendaftaran Tanah Wakaf
Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, mdiputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyagjian serta pemeliharaan data
fisk dan data yuridis® Pendaftaran Khusus Tansh Wakaf Kementrian
mengatur secara Khusus tentang Pendaftaran Tanah Wakaf yang ada di
Indonesia yang diatur pada Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang /Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
cara pendaftaran tanah wakaf di Kemenetrerian Agraria dan tata Ruang
/K epala Badan Pertanahan Nasional menjelaskan jika:
a. Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus segjak tanggal Ikrar

Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.

** Departemen Agama RI, Figh Wakaf, 72
% Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2015), 148
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b. PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah
Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sgjak penandatanganan AIW
atau APAIW.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran
tanah wakaf di Kemenetrerian Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan
Pertanahan Nasional menjelaskan tanah yang dapat di wakafkan

(1) Tanah yang diwakafkan dapat berupa:

a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;

b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas
Tanah Negarg;

c. Hak Guna Bangunan atau Hak Paka di atas tanah Hak
Pengelolaan atau Hak Milik;

d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan

e. Tanah Negara.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan untuk
jangka waktu selama-lamanya, kecuali tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d.

(3) Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Paka di atas tanah
Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ akan diwakafkan untuk selama-lamanya, harus terlebih dahulu
memperoleh izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan
atau Hak Milik.*’

Adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf berupa Hak Milik sebagai

berikut :

(1) Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas
nama Nazhir.

(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

*” Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran tanah wakaf di
Kemenetrerian Agraria dan tata Ruang /K epala Badan Pertanahan Nasional



surat permohonan;

surat ukur;

sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;

AIW atau APAIW,

surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang

menyelenggarakan urusan agamatingkat kecamatan; dan

surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam

sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas
nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas
Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:

“Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta
Pengganti Akta lkrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan
Sertipikat Tanah Wakaf Nomor.../... sesuai Surat Ukur tanggdl...

Nomor... luas... m*”.%®

PoooTw

—h

7. Pgabat Pembuat Akta lkrar Wakaf

Pgabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disingkat dengan PPAIW
adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik
Indonesia untuk membuat Akta lkrar Wakaf.**Pengertian ini juga sesuai dengan
Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2006 Tentang Pel aksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Dalan Kompilass Hukum Islam pasal 215 ayat (6) menyebutkan Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat (PPAIW) adalah petugas
pemerintah  yang  diangkat  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang
berlakau.Berkewajiban menerimaikrar dan wakif dan menyerahkan kepada nadzir
serta melakukan pengawasan untuk kelestarian wakaf .

Pgabat Pembuat Akta lkrar Wakaf menurut ketentuan dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 adalah Kepala Kantor Urusan Agama

* Pasal 6 Peraturan Menteri AgrariaNo 2 Tahun 2017 Tentang cara pendaftaran tanah wakaf di
Kemenetrerian Agraria dan tata Ruang /K epala Badan Pertanahan Nasional
% pasal 1 ayat (6) Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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Kecamatan setempat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.Untuk
kelancaran pelaksanaan penunjukan dan pengangkatan Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan sebagal Pgabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Menteri Agama
dengan Keputusan menteri Agama Nomor 73 Tahunl1978 mendelegasikan
wewenang pengangkatan atau penunjukkan tersebut serta pemberhentian Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat setempat.
Apabila dipandang perlu, dapat didelegasikan lagi kepada Kepaa Bidang
Urusan Agama Islam untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi/ setingkat setempat untuk mengangkat dan memberhentikan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya maka K epala
Kantor Wilayah Departemen Agama Provins menunjuk Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf
diKecamatan tersebut.Selanjutnya apabila di suatu kabupaten atau kota, Kantor
Departemen Agama belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menunjuk Kepala Seksi Urusan
Agama Idam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota itu sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di daerah tersebut.

Dengan adanya pembaharuan Undang Undang tentang Wakaf yakni Undang-
Undang No 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak hanya
dilakukan oleh satu institusi akan tetapi kementrian agama memberikan

wewenang kepada beberapa pejabat yang dapat mengurusi harta harta benda
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wakaf terkhusus untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf, adapun Pejabat Pembuat

Aktalkrar Wakaf tersebut sebagai berikut :

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala

KUA dan/atau pejabat yang menyel enggarkan urusan wakaf.

2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA

dan/atau pgabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga

Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang

ditunjuk oleh Menteri.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memiliki beberapa tugas antara lain :*

o o

~0 a0

g.
h.

Meneliti Kehendak Wakif
Meneliti dan Mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru
sebagai di atur dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)
Meneliti saksi ikrar wakaf
Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
Membuat Akta Ikrar Wakaf
Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam
pasal 4 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat lambatnya 1 bulan sgjak
dibuatnya
Menyelenggarakan daftar ikrar wakaf
Menyampaikan dan memelihara akta dan Daftarnya
Mengurus pendaftaran wakaf

Untuk harta benda tidak bergerak, khususnya berupa tanah, pembuatan

Akta Ikrar Wakaf diserahkan kepada Kepala KUA dan atau pegabat yang

menyelenggarakan urusan wakaf. Penyerahan kewenangan membuat AIW

harta benda wakaf tidak bergerak kepada kepala KUA karena dinilai telah

mapan dan berjalan dengan baik sgjak perwakafan tanah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

“° peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978



37

Milik berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978
tentang Pembuatan AIW oleh Kepala KUA. Disamping itu, KUA adalah
ingtitusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi
basis datainformasi keagamaan terdepan, sehingga tepat untuk mengeluarkan
Alw.*

Dalan menganaisis pembahasan yang ingin diteliti oleh pendliti
mengenal masalah efektifitas sanksi administratif terhadap keterlamabatan
pendaftaran benda wakaf oleh Peabat Pembuat Akta Ikrar Penulis
menggunakan beberapa teori diatas. Teori yang fokus digunakan oleh peneliti
adalah teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Dengan
menggunakan teori diatas diharapkan menghasilkan hasil penelitian yang

diinginkan oleh peneliti.

* Departemen AgamaRI, Sandar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW), (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Departeme Agama RI, 2013). 3



BAB |11

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian metode penelitian merupakan sesuatu hal yang
sangat penting untuk di cantumkan dan dilaksanakan selama proses penditian
tersebut dilaksanakan. Metode penelitian ini sangat di perlukan karena akan
menentukan bagaimana langkah kita untuk mencapal suatu tujuan dari penditian
tersebut.

Metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang
metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan

sebagal prosedur atau cara mengetahui sessuatu dengan langkah-langkah

38
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sistematis yang digunakan dalam penelitian*? Oleh karena itu untuk memudahkan
dan demi terciptanya tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang
digunakan oleh pendliti adalah sebagai berikut :
A. Lokas Pendlitian

Lokas Penelitian dapat diartikan sebagai tempat kita melakukan sebuah
penelitian untuk mendapatkan informasi dari informan yang berkaitan dengan
penelitian. Lokasi penelitian adalah Kementrian Agama Kabupaten Lamongan
yang berada di J. Veteran No 10 Banjarmendalan Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi yang
berada di Jalan Raden Wijaya No 58 Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan, dengan mengambil contoh kasus yang ada di wilayah kecamatan
Sukodadi yakni di Desa Siwalanrejo kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
B. JenisPendlitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun
langsung ke masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
bekerjanya hukum di dalam masyarakat.*® Pendlitian ini dilakukan di Kementrian
Agama Kabupaten Lamongan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, dan
Desa Siwalanreo.
C. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,

yaitu dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan, Penelitian Kualitatif

* Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Pendlitian, (Bandung: CV. Mandar Maju,
2002), 25
“3 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 11mu Hukum, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.
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dapat diartikan sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati*.
Dengan penggunaan pendekatan kualitatif ini diharapkan apa yang ingin dibahas
oleh pendliti tentang efektifitas sanksi administratif keterlambatan pendaftaran
benda wakaf dapat didapatkan oleh pendliti.
D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian.Y ang
dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana
data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan
tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain®.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung dari objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian.*® Dalam
penelitian yang akan menjadi sumber data primer adalah Kepala Penyelenggara
Zakat dan Wakaf Kementrian Agama Kabupaten Lamongan, Pejabat Pembuat
Akta |krar Wakaf Kecamatan Sukodadi (Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukodadi), dan Nazhir yang benda wakaf sudah memiliki Akta Ikrar

Wakaf akan tetapi belum memiliki Sertifikat Tanah Wakaf.

“ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Maang:UIN Malang
Press,2008),152

“Lexy J. Moleong, Metode Penelitian KualitatifKualitatif Edisi Revisi, (Bandung : PT.Remaja
Rosdakarya, 2013), 157

“6 | gbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya,(Jakarta:Ghalia | ndah,2002),22
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud
laporan, buku harian, artikel dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk
melengkapi data primer.*’

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu buku buku yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh pendliti seperti buku yang
membahas tentang efektifitas hukum, buku yang berkaitan dengan wakaf,
peraturan peraturan pemerintah, selain menggunakan buku buku model
kepustakaan peneliti juga menggunakan data sekunder berupa karya tulis ilmuah
yakni skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, penggunaan skripsi ini
diuganakan oleh peneliti dengan tujuan mencari perbedaan dengan apa yang
sedang diteliti oleh pendliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam,
atau menggai data’™. Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang
sistematis yang diperoleh untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan
suatu hal yang penting dalam penelitian.

Untuk mengumpulkan data yang ada, menggunakan beberapa metodedata yaitu

a. Wawancara

Metode interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang

digunakan untuk mendapatkan keterangan dari responden melalui wawancara

4" | gbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya,19
*® |gbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya,82



42

secara langsung atau pun tidak langsung. Wawancara sebagai salah satu proses

untuk mengumpulkan data yang merupakan bagian dari peneitian.*

Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini diantaranyayaitu :

1)

2)

3)

Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementrian Agama Kabupaten
Lamongan Bapak Yitno.S.Ag, informasi yang didapatkan dari Informan ini
adalah sebab dan tahapan adanya sanksi administratif terhadap
keterlambatan pendaftaran benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi,Bapak Irfan S.H
yang juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi. Informasi
yang didapatkan dari Bapak Irfan adalah penyebab keterlambatan
pendaftaran benda wakaf setelah diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf

Nazhir Desa Siwalanrgjo Bapak lksan. Informasi yang didapatkan dari
Bapak lksan ini adalah dampak ketika Tanah wakaf tersebut hanya

memiliki Akta lkrar Wakaf

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.® Dalam

penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang

berhubungan dengan penelitian, seperti foto waktu penelitian yakni foto foto saat

wawancara dengan objek. Dan peneliti juga rekap data wakaf yang berada di

“9 Bambang Prestyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 66
% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 82
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wilayah kecamatan Sukodadi antara yang sudah mendapat sertifikat tanah wakaf
dan yang belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf
F. Metode Pengolahan Data

Daam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar
data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dilakukan
dengan beberapa tahapan :

a. Edit

Edit adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan
karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan
meragukan.® Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan
yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara maupun
pencatatan peneliti ketika telah melakukan penelitian.

Dalam tahap ini penulis akan kembali membaca dan memeriksa apakah hasil
penelitian sudah sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti yakni berkaitan
dengan efektifitas sanksi administrative keterlamabatan pendaftaran benda wakaf
oleh Pegabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukodadi

b. Klasfikas

Klasifikasi adalah mereduks data yang telah ada dengan cara menyusun dan
mengklafiskasikan data yang telah diperoleh dalam pola atau permasalahan

tertentu untuk mempermudah pembahasannya™. Pada tahap ini  pendliti

*! | gbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya, h. 85
%2 Nana Sudjana dan Awalkusuma, Proposal penelitian di Perguruan tinggi : Panduan bagi Tenaga
Pengajar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 6-7



mengklasifikas atau mengelompokkan data yang sudah diperoleh berdasarkan
rumusan masalah yang sudah ditentukan

c. Verifikas

Tahap selanjutnya yaitu verifikasi, yakni pembuktian kebenaran data untuk
menjamin validitas data yang telah terkumpul.®® Verivikas ini dilakukan dengan
cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara
dengannya untuk ditanggapi dan meminta keterangan apakah sudah sesuai dengan
yang di informasikan oleh informan .

d. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih muda
dibaca dan juga mudah untuk di interpretasikan>. Dalam hal ini pendliti berupaya
untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang sudah ditetapkan dengan cara
menghubungkan data-data yang diperoleh baik dari data primer atau sekunder.

e. Kesmpulan

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan
melalui pengolahan data-data yang didapat. Sehingga kesimpulan-kesimpulan
tersebut menghasilkan gambaran penelitian secara ringkas, jelas dan mudah

dipahami.

%% axi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 4
* Masri Singaribuan, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta:L P3ES,1987),263



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian
1. Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
a. Letak geografisdan LuasWilayah
Kecamatan Sukodadi merupakan salah satu wilayah yang berada di
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada sebelah barat
dari perkotaan kabupaten Lamongan, batas wilayah Administras
Kecamatan Sukodadi sebagai berikut
a. Sebelah Utara: Kecamatan Karanggeneng
b. Sebelah Timur : Kecamatan Turi dan Kecamatan Lamongan

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kembangbahu

45



d. Sebelah Barat : Kecamatan Pucuk
Luas Wilayah Kecamatan Sukodadi berdasarkan data monografi di
kecamatan Sukodadi terdiri dari :
Tanah Sawah : 3.365,66 Ha
Tanah Kering 1 221,44 Ha

Tanah Pekarangan  : 799,69 Ha

Lain-lain : 203,34 Ha
Jumlah :4.590,13 Ha
Tabe 2
Jumlah Desa Yang ada di K ecamatan Sukodadi>

LuasWilayah Jumlah

No. Desa (sz)y DusUN
1 Siwalanrejo 1,29 4
2 Sumberagung 2,45 5
g Gedangan 3,37 5
4 Baturono 2 6
5 Banjarjo 3,25 y
6 Sumberaji 2,75 &
7 Kadungrembug 3,26 ¥
8 Menongo 2,51 3
9 Balungtawun 2,14, 4
10 Sugihrejo 2,07 4
11 Bandungsari 1,93 4
12 Plumpang 2,50 3
13 Tlogorego 1,28 3
14 Surabayan 1,50 2
15 Sidogembul 2,25 4
16 Sukodadi 2,05 2
17 Kebonsari 1,76 3
18 Sukollilo 2,51 4
19 Pajangan 1,38 1
20 Madulegi 2,32 4
Jumlah 45,91 77

% Data Kecamatan Sukodadi 2016
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b. Vis dan Misi Kecamatan Sukodadi
Adapun Vis dan Misi Kecamatan Sukodadi sebagai berikut
VIS
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan transparan
MIS
1. Meningkatkan pelayanan adsministrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan
pemerintahan desa
3. Meningkatkan kesgjahteraan socia masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian dan pembangunan melalui optimalisasi
partisipasi masyarakat
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan
bermasyarakat
2. Kantor Urusan Agama Sukodadi
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodai terletak di Jalan Raden Wijaya
No 58 Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, tepatnya
sekitar 15 Km arah barat dari pusat kabupaten Lamongan. Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sukodadi aaat Ini di Pimpin oleh Bapak Irfan,SH terhitung
mulai 29 November 2016 menggantikan Bapak H. Asirin yang pindah Ke

Kantor Urusan Agama K ecamatan Kembangbahu
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Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi sebagai
berikut :

KepaaKUA :H. Irfan SH

Penghulu : Mukarap SAgM.A

Tabel 3
Jumlah Tanah Wakaf yang terdaftar>®
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Jumlah 12 92

Dengan melihat jumlah yang bersertifikat, maka menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat akan peraturan lebih tertata, apabila tanah

% |_gporan KUA Sukodadi Tahun 2016
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wakaf tersebut diikrarkan, maka lebih mudah pengawasannya harta wakaf,
dan jika penyelewenangan akan harta wakaf itu, pihak yang berwenang
dapat mengetahui dan dapat mengambil tindakan yang tepat. Walaupun
dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi masih terdapat beberapa
permasalahan yang mengakibatkan beberapa tanah wakaf yang sudah
memiliki Akta lkrar Wakaf akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah wakaf
yang berjumlah 80 Sertifikat Tanah Wakaf dan 12 belum memiliki sertifikat
tanah wakaf tetapi sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf
B. Hasil Pendlitian dan Pembahasan
1. Penyebab Terjadinya K eterlambatan Pendaftaran Benda Wakaf
Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut dengan KUA merupakan
instans perwakilan Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian
tugas Kementerian Agama Kabupaten Atau Kota dalam bidang urusan agama
Islam di wilayah Kecamatan termasuk dalam bidang wakaf, dengan demikian
Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan pelayanan balk sehingga dapat
melaksanakan tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama.salah satu wewenang
yang ada pada Kantor Urusan Agama adalah dengan ditunjuknya Kepala Kantor
Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam masalah Tanah
Wakaf.
Kantor Urusan Agama mempunyai peran yang penting dalam perwakafan
sesuai dengan fungs Kantor Urusan Agama dalam perwakafan, mulai dari
membuat Akta Ikrar Wakaf sampai dengan pengawasannya. Walaupun

perwakafan sudah diatur secara khusus dalam undang-undang perwakafan,
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yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu
isinya di antaranya adalah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan
tetapi KUA masih berfungsi dalam perwakafan selama peraturan tersebut belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang wakaf. Jadi,
KUA masih mempunyai fungsi dibidang perwakafan termasuk pengawasannya
sehingga Kepala Kantor Urusan Agama di memiliki jabatan sebagal Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf di Wilayah Kecamatan.

Dengan adanya penunjukkan Kepala Kantor Urusan Agama sebagal Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf dimaksudkan lebih mudah dalam penanganan masalah
wakaf terkhusus masalah tanah wakaf, salah satu tugas dari Pgjabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf adalah membuat Akta Ikrar Wakaf. dengan adanya Akta Ikrar Wakaf
akan memudahkan bagi Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. karena
dengan adanya Akta Ikrar Wakaf merupakan dasar hukum awal dalam pemberian
status wakaf.

Dalam pelaksanaan sebuah peraturan atau melayani masyarakat pasti ada yang
namanya kendala-kendala atau faktor yang menghambat sehingga pelaksanaan
terkadang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Dihadapkan dengan berbagai
aturan hukum yang rumit dan banyak perubahan yang menjadikan para penegak
hukum ataupun masyarakat terkadang enggan memikirkan aturan yang di buat
oleh pemerintah.

Dengan adanya faktor yang menghambat maka tidak jarang ditemukannya
masalah wakaf salah satu permasalahannya adalah peran Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. dari statistik yang sudah
dijelaskan diatas bahwasanya ada perkara wakaf yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sukodadi cukup banyak yakni 92 kasus tanah Wakaf dengan
rincian 80 sudah mendapatkan sertifikat sedangkan 12 tanah wakaf lainnya belum
mendapatkan sertifikat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi memang sudah berusaha dalam
masalah meminimalisir permasalahan wakaf, tetapi masih ada 12 Tanah Wakaf
yang seharusnya sudah memiliki sertifikat tanah wakaf, tetapi sgauh ini belum
memiliki sertifikat tanah wakaf, ini merupakan salah satu permasalahan yang
seharusnya tidak terjadi ketika Undang-Undang sudah mengatur akan
permasalahan sertifikat tanah wakaf yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat

Pembuat Akta lkrar Wakaf mewakili Nazhir.

Tabel 4
Data Tanah Wakaf Yang belum ber sertifikat®’

No Desa Wakif Nazhir Penggunaan | Tangga AIW
1 | Swaanrgjo Syawal Iksan Masjid 21-12-1991
2 | Sumberagung | Slamet NU Sekolah 2-10-2004
3 Baturono Nasir NU Masjid 14-04-2007
4 Baturono Suharto | Muhammadiyah Masjid 21-10-2006
5 Menongo Sadi Muhammadiyah Masjid 28-05-2001
6 Plumpang Sujono Mashadi Sekolah 01-04-2009
7 Plumpang Arif Mashadi Sekolah 01-04-2008
8 | Surabayan Sumaji NU Musholla 01-10-2007
9 | Sidogembul Sahli Matrawi Sekolah 14-01-1986

10 | Kebonsari Masriah Subakir Sekolah 25-05-1991

> Laporan KUA Sukodadi Tahun 2016




52

11 | Kebonsari Wahab Subakir Magjid 20-07-2009

12 Sukolilo Piyan Muhtar Sekolah 02-01-1998

Daam Undang-Undang dijelaskan jika maksimal pendaftaran benda wakaf
setelah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf maka Pegjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
harus mendaftarkan Benda Wakaf dalam hal ini tanah wakaf kepada instansi yang
terkait yakni Badan Pertanahan Nasional maksimal Hari setelah terbitkannya
wakaf, sesuai dengan pasal 32

PPAIW Atas Nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi
yang berwenang paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf
ditandatangani

Apabila jika aturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut
seharusnyatidak ada lagi tanah wakaf yang sudah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf
belum mendapatkan sertifikat tanah, tetapi dalam kenyataannya masih ada
beberapa tanah wakaf yang sudah mendapatkan Akta Ikrar wakaf tetapi belum
mendapatkan sertifikat tanah.

Melihat data diatas ditemukan beberapa alasan yang menyebabkan
keterlambatan pendaftaran Tanah Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Kecamatan Sukodadi antaralain :

a. Sumber Daya Manusia

Mengenai penyebab keterlambatan pendaftan tanah wakaf oleh Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama kecamatan Sukodadi ke

Badan Pertanahan Nasional disebabkan karena kurangnya Jumlah tenaga kerja

yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, sebagaimana hasil

wawancara sebagai berikut,
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“satu diantaranya seharusnya setelah akta ikrar wakaf itu menuju ke
sertifikat. yang menghantar juga ppaiw ke pertanahan, karena sangat
terbatasnya tenaga di KUA sehingga kadang,kadang untuk kesempatan ke
pertanahan kadang-juga menjadi kendala itu diantaranya semacam itu”*>®
Hal ini jugadi tegaskan oleh Yitno
Memang jumlah sumber daya manusia yang ada di KUA itu memang kurang
proporsional mestinya sesuai regulasi di KUA itu ada 6 atau 7 orang dan staf
tapi kenyataanya, realitasnyanya memang berbicara lain ada yang stafnya
satu dan ada kepala KUA yang dibatu honorer . Otomatis peran peran yang
mestinya harus di handle cukup banyak dalam pembinaan seperti agama,
wakaf,zakat, pengawalan keagamaan, keluarga sakinah memang sedikit
banyak berpengaruh jadi kurang SDM karena itu pelayanan nikah tau
sendiri*®

Dari penjelasan diatas bahwasanya jumlah sumber daya manusia yang ada
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi sangat kurang karena dengan
banyaknya volume pekerjaan yang ada di Kantor Urusan Agama Sukodadi
seperti masalah nikah, zakat, pengawalan keagamaan dan keluarga jika
ditangani hanya seorang Kepala Kantor Urusan Agama dan satu orang
penghulu akan dirasa kesulitan, terutama dalam bidang pernikahan dengan
jumlah 20 Desa yang ada di Kecamatan Sukodadi.

Hal ini sesuai dengan Tugas dari Kantor Urusan Agama yang telah tertulis
di Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
tata kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut :

KUA Kecamatan mempunyai tugas mel aksanakan layanan dan bimbingan
masyarakat islam di wilayah kerjany, Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan

fungsi :

% |rfan,Wawancara (Sukodadi,02 Mei 2017)
*Yitno, Wawancara (Lamongan, 17 April 2017)



1. Peaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan
nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi managjemen KUA
Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan penerangan agamaislam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA
Kecamatan
Memang harus diakui, bahwa tidak semua KUA dimana kepala kantornya
melekat sebagal PPAIW memiliki dukungan manajemen dan adminstrasi yang
memadai. Bahkan di beberapa daerah, kepala KUA tidak memiliki staf
satupun dan dukungan sumber daya yang sangat terbatas. Sementara tuntutan
kerja, tanggung jawab sosid dan administratif sedemikian besar dan luas,
sehingga sering masalah perwakafan kurang mendapat porsi dan perhatian
kerja yang memadai
Namun demikian, sebesar apapun hambatan dan kekurangan yang dimiliki
oleh PPAIW, hendaknya tidak menjadi alasan utama untuk tidak berbuat
sesuatu demi meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, karena masyarakat tidak peduli
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terhadap kendala yang dihadapi seorang PPAIW. Masyarakat hanya
menginginkan pemerintah, dalam ha ini PPAIW, dapat memberikan
pelayanan sebaik-baiknya untuk kepentingan ibadah mereka.
b. Kesadaran Wakif dan Nazhir

Wakif dan Nazhir memiliki peran dalam proses pendaftaran tanah wakaf
setelah mendapatkan akta ikrar wakaf, akan tetapi permasalahan kesadaran
wakif dan Nazhir ternyata bisa menjadi penghambat proses pendaftaran
sertifikat tanah wakaf sesuai hasil wawancara
Karena wilayah yang di wakafkan oleh Ustadz A itu masih dalam lingkungan
rumahnya sehingga Ustadz A tidak terlalu tergesa gesa buat mendaftarkan
tanah wakafnya, dan saya juga masih keluarganya Ustadz A, jadi beliau
percaya percaya saja sama saya®

Dalam penjelasan diatas dijelaskan jika hubungan keluarga menjadi salah
satu penyebab tidak terlaksanya pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Wakif dan nazhir yang masih memiliki hubungan
keluarga ini tidak terlalu tergesa-gesa untuk mendaftarkan tanah wakafnya ke
Badan Pertanahan karena merasa ada kepercayaan kepada nazhir yang masih
keluarga dan wilayah benda wakaf juga masih berada di wilayah wakif.
Sehingga wakif juga merasa tidak akan ada permasalahan yang berkaitan
dengan tanah wakaf.

Kesadaran penegak hukum dalam hal ini adalah nazhir dan wakif sangat
penting. Setelah tidak dilanjutkannya pendaftaran tanah wakaf ke Badan
Pertanahan Nasional akan menimbulkan dampak yang lain. Wakif adalah

pihak yang mewakafan harta benda miliknya sedangkan Nazhir adalah pihak

% | ksan, Wawancara (Siwalanrejo, 26 April 2017)
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yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ketika Wakif sudah
memberikan harta benda yang diwakafkan dalam hal ini adalah tanah wakaf
seharusnya menjadi tanggung jawab dari Nazhir.
Nazhir mempunyai tugas:
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya
c. Mengawas dan melindungi harta benda wakaf
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia®
Nazhir memiliki tugas salah satunya adalah melakukan pengadministrasian
harta benda wakaf, dengan tugas ini seharusnya harus melanjutkan ke proses
pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Terdapatnya hubungan keluarga antara
wakif dan nazhir seharusnya tidak menjadikan sebuah penghalang untuk tidak
mel aksanakan tudgas pengadministrasian harta benda wakaf.
c. Pemahaman Masyarakat Sekitar Tanah Wakaf
Masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sebuah aturan,
masyarakat sebagai subjek hukum dapat mempercepat ataupun memperlambat
dari sebuah aturan hal ini sesua dengan hasil wawancara:
Swalan ada seseorang yang mengaku bahwa tanah wakaf itu milik orang
tuanya padahal tidak ,ada sperti itu , jadi pihak pertanahan itu diberi tahu
seperti itu tidak percaya, gak mau istilahe gak berani mengukur tidak bisa
menyel esaikan,®
Dalam kasus yang ada di Desa Siwalanrgjo ini menandakan masyarakat
menjadi salah satu penghambat dari sebuah aturan.Kasus diatas dijelaskan

bahwa yang menjadi permasalahan bukan karena Nazhir, Wakif atau Pejabat

%! Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004
%2 |khsan, Wawancara (Siwalanrejo, 28 April 2017)
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Pembuat Akta Ikrar Wakaf melainkan dari pihak lain dalam hal ini adalah
masyarakat yang ada di perbatasan tanah yang diwakafkan oleh Wakif.
Masyarakat yang ada disekitar tanah wakaf ini merasa bahwa dia juga
memiliki sebagian tanah yang diwakafkan, tetapi tidak diberi penjelasan jika
tanah yang ditempati oleh masyarakat sekitar sudah diwakafkan oleh pemilik
tanah. Masyarakat yang menempati sebagian tanah yang diwakafkan tidak
menerima atas kegiatan wakaf tersebut dan masih merasa memiliki tanah
tersebut. dan harus di selesaikan terlebih dahulu.

Proses pembuatan sertifikat tanah wakaf tidak dapat dilaksanakan karena
merasa masih ada sengketa tanah yang diwakafkan, adapun proses
penyelesaian sengketa dengan Penyelesaian Mufakat atau melalui pengadilan.
Sesual dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62

(1) penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah

untuk mencapai mufakat

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal

1tidak berhasil, sengketa dapat dilaksanakan melaui mediasi,
arbitrase, atau pengadilan
d. Pengetahuan

Faktor Pengetahuan menjadi salah satu permasalahan dari keterlambatan
pendaftaran tanah wakaf.
wakaf memang berakangkat dari keikhlasan, Sulit, kadang-kadang gini,

persoalan dilapangan itu kan orang yang mewakafkan ini diwakafkan terus di
lepas begitu saja dan kemudian kadang-kadang nazhirnya biasanya kurang
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menguasai mangkanya dikelola secara tradisional secara tradis turun
menurun seperti itu®

Dari penjelasan Bapak Yitno diatas bahwasanya keterlambatan
pendaftaran benda wakaf setelah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf bukan hanya
dari Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, akan tetapi juga berasal dari faktor
lain yakni kurangnya Ilmu yang dimiliki Oleh Nazhir sehingga pendaftaran
tanah wakaf mengalami keterlambatan. Nazhir tidak mengetahui jika ada
proses selanjutnya jika perlu di sertifikatkan, tetapi 1ebih senang menggunakan
secara tradisiona atau secara turun temurun sehingga mereka nazhir tidak
merasa keberatan atau kesulitan saat mengel ola benda wakaf .

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan
masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka
peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Apabila melihat dari
faktor faktor penyebab keterlambatan pendaftaran tanah wakaf ke Badan
Pertanahan diatas maka harus berusaha diatasi, dengan meminimalisir faktor
keterlambatan yang ada diharapkan tidak terjadi permasalahan yang serupa
tentang pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.

2. Efektifitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pendaftaran Tanah
W akaf
Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf
maka otomatis langsung menggunakan aturan tersebut sebagai suatu landasan
dadam permasalahan wakaf. Sebagaimana tertera dalam bab XI Ketentuan

Penutup Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

% Yitno, Wawancara (Lamongan, 17 April 2017)
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’Undang-Undang Ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan”

Jadi menurut peneliti dengan adanya Undang-Undang No 41 Tahun 2004
merupakan bentuk usaha pemerintah terhadap permasalahan wakaf yang ada di
Indonesia terkhusus permasalahan wakaf tanah yang merupakan salah satu
permasal ahan wakaf yang adadi Indonesia

Sanks merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai
karakteristik sebagal suatu ancaman dan menjadi suatu harapan, sanks tentunya
akan memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap lingkungan yang
berkaitan dengan sanksi tersebut, disamping itu sanksi juga merupakan penilaian
pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap perilaku yang tidak
mendapat pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila di taati.

Adanya sanks Administratif ini merupakan sebuah Akibat Hukum dari
perilaku Subjek Hukum yakni Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap aturan
yang tidak dilaksanakan dengan baik, Akibat hukum yang timbul karena adanya
kegadian-kgjadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau
dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-
tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan
kebanyakan tugas yang ada pada Kantor Urusan Agama akan tetapi peraturan
tentang wakaf juga harus tetap difikirkan, karena wakaf merupakan tugas yang
ada di Kantor Urusan Agama walaupun di dalam garan agama islam tidak
dijelaskan secara khusus tentang adanya sebuah sanksi ketika melanggar sebuah
masalah wakaf, tetapi pemberian benda wakaf oleh wakif kepada nazhir

merupakan sebuah amanah yang besar
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Seperti yang diketahui efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang
harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis,
dan berlaku secara filososfis. Efektifitas sebuah undang-undang terkait erat
dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari pada
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada is
faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut yaitu

a. Faktor Kaidah Hukum/Peraturan Hukum
b. Faktor Penegak Hukum/Penyelenggara Undang-undang
c. Faktor Saranadan Fasilitas
d. Faktor Masyarakat
e. Faktor Kebudayaan
Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh
karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, serta juga merupakan tolak
ukur daripada efektivitas penegakkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, apabila
penulis kaitkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasa 68
mengenai pemberian sanksi Administratif kepada Pegjabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf Kecamatan Sukodadi dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukodadi
a. Faktor Hukumnya
Faktor peraturan disini diartikan dalam arti materil merupakan peraturan
tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah
yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat asas yang

tujuannya adalah agar supaya peraturan tersebut mempunyai dampak yang
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positif. Artinya, agar supaya peraturan tersebut mencapai tujuannya sehingga
menjadi efektif. Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah
peraturan adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam
perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan penggunaan
katarkata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena sod
terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat, ataupun kondisi pada saat
aturan tersebut dibuat. Dengan demikian gangguan terhadap penegakan
hukum yang berasal dari peraturan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan arti
kata-kata didalam peraturan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam
penafsiran serta penerapannya.

Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf
membahas tentang sanksi Administratitif jika terjadi keterlamabatan
pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut *

(4) Menteri dapat mengenakan sanksi Administratif atas pelanggaran
tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh Lembaga Keuangan
Syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

d. Peringatan Tertulis

e. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang
wakaf bagi lembaga keuangan syariah

f. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari
jabatan PPAIW

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Dari paparan di atas menurut penulis bahwa Undang-undang No. 41
Tahun 2004 Pasal 68 Tentang pemberian sanksi administratif sangat jelas dan
tidak ada sama sekali kata-kata yang multitafsir. Sehingga dalam hal ini

faktor peraturan atau faktor hukum seharusnya mudah untuk dijalankan
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daam penergpannya. Walaupun mudah ditafsirkan ternyata dalam hal
pelaksanaanya masih belum bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang
menjadi amanat Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah berlaku
selama 13 Tahun dan sampai sekarang belum mengalami pembaharuan dalam
masalah wakaf dan hanya satu kali diperjelas oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004. Dengan sudah lamanya waktu pelaksanaan Undang-Undang kita
juga harus melihat relevansi Undang-Undang tersebut dengan waktu sekarang
dan melihat usaha pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang tersebut.

Mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68
tentang sanks administratif terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah
agar aturan tersebut memiliki dampak yang positif. Salah satu asas yang
harus diperhatikan adalah asas hukum yang tidak berlaku surut dengan artian
aturan ini hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dan terjadi
setelah aturan ini dibuat.

Tanah Wakaf AIW Setelah Undang-Undang No 41 Tahun 2004

No Desa Wakif Nazhir Tanggal AIW

1 Sumberagung Slamet NU 2-10-2004

2 Baturono Nasir NU 14-04-2007
3 Baturono Suharto | Muhammadiyah 21-10-2006
4 Plumpang Sujono Mashadi 01-04-2009
5 Plumpang Arif Mashadi 01-04-2008
6 Surabayan Sumayji NU 01-10-2007
7 K ebonsari Wahab Subakir 20-07-2009
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Tanah Wakaf AIW Sebelum Undang-Undang No 41 Tahun 2004

No Desa Wakif Nazhir Tanggal AIW
1 Siwaanregjo Syawad Iksan 21-12-1991
2 Menongo Sadi Muhammadiyah 28-05-2001
3 Sidogembul Sahli Matrawi 14-01-1986
4 K ebonsari Masriah Subakir 25-05-1991
5 Sukolilo Piyan Muhtar 02-01-1998

Dari 12 Tanah wakaf yang sudah mendapat Akta Ikrar Wakaf akan
tetapi belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf ada 7 Tanah wakaf yang
seharusnya dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 Pasal 68. Atau sekitar 58% dari jumlah tanah wakaf yang
belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Sehingga 5 tanah wakaf yang
belum memiliki sertifikat tanah wakaf tetapi sudah memiliki Akta Ikrar
Wakaf tidak dapat dijadikan sebuah dasar pelaksanaan sanksi administratif
keterlambatan pendaftaran tanah wakaf
. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Artinya di dalam
melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus
memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang
mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Dalam penelitian ini, maka yang
dimaksudkan penegak hukum yaitu subjek hukumnya yakni penyelenggara
undang-undang tersebut yaitu pemerintah yang diwakili oleh Kementrian

Agama. Pegjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Nazhir, Wakif dan BPN



Dari hasil andisis yang dilakukan penulis penegak hukum atau
penyel enggara pemerintah yakni Kementrian Agama Kota Lamongan belum
bisa menjalankan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang.
Adapun penerapan undang-undang yang ada di kementerian Agama
Kabupaten Lamongan sesual hasil wawancara sebagi berikut

Sanksi Administratif memang segjauh ini belum terlaksanakan hanya
saja memang bersifat himbauan himbauan gitu sebagai menindak
lanjuti jika ada temuan temuan atau pengaduan pengaduan yang ada di
masyarakat dan sgjauh ini kita memang sudah mengirim surat yang
sifatnya untuk meminta kepada PPAIW dalam hal ini Kepala KUA
untuk mendata wakaf wakaf yang bermasalah dan respon dari 27 KUA
Kecamatan selaku PPAIW memang 99% memang tidak ada masalah®

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pgabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf yang nantinya akan mendapat sanksi tersebut,

Ya sudah memberikan penjelasan penjelasan jadi sifatnya itu yang
memberikan penekanan penekanan dari kementrian agama agar
secepatnya tanah tanah yang belum bersertifikat itu untuk
disertifikatkan ya itu kendalanya seperti yang saya sampaikan dimuka
tadi, Ya himbauan yang sifatnya menajam dan tidak hanya sekali dua
kali bahkan pernah juga ada yang nama nanti ada bantuan untuk
pengurusan masalah biaya tapi itu juga masih sangat sangat terbatas
sangat minim sekali, Saya kira gini, pimpinan atau pejabat ya sampai
sekarang memang masih dalam taraf masih apa itu namanya menuju
yang dikehendaki menuju wakaf itu diselesaikan dengan baik sehingga
saya yakin undang undang semacam itu masalah sanksi administrative
itu mungkin suatu saat kalau sudah terpenuhi dan akan diterapkan
namun ya kita katakana dampak dengan undang undang kalau
diterapkan memang ada dampaknya, dampaknya sudah barang tentu
akan timbul reaksi®

Dari penjelasan diatas memang pemberian sanksi Administratif belum
terlaksana akan tetapi penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Lamongan

dalam hal ini merubah model sanksi administratif yang ada di Kabupaten

® Yitno, Wawancara (Lamongan, 17 April 2017)
% |rfan, Wawancara (Sukodadi, 02 Mei 2017)
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Lamongan secara umum dengan memberikan himbauan himbauan kepada
Pgabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga model pemberian sanks
Administratif dirubah oleh Kementerian Agama, karena jika ditegur sesuai
aturan akan berdampak dalam proses wakaf yang ada di Kabupaten
Lamongan terkhususnya Kecamatan Sukodadi

Dalam perubahan pemberian sanksi dari sanksi administratif menjadi
hanya sebuah himbauan merupakan salah satu contoh diskresi, sehingga
banyak pengambilan keputusan yang tidak sesua dengan aturan.
Kementerian Agama memiliki pertimbangan lain diantaranya adalah jika
dilakukan sanksi administratif sesuai aturan maka akan terjadi kekosongan
dalam ha permasalahan wakaf, hal ini bukan menyelesailkan masalah tetapi
akan menimbulkan sebuah masalah baru. Dengan Alasan demikian
Kementerian Agama menggunakan Asas diskresinya dalam hal pemberian
sanks terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang diganti dengan
himbauan dan teguran.

Peranan Kementrian Agama sangat diperlukan untuk memajukan
perwakafan di Indonesia khususnya juga di Lamongan, karena melaui
Kementrian Agama inilah penegakan hukum Undang-Undang wakaf bisa
teredlisas sesuai dengan amanat undang-undang. Kementrian Agama harus
menjalankan fungs dan tugasnya, guna memfasilitas pengelolaan dan
pembedayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Pegjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai salah satu penegak hukum

yang seharusnya menegakkan aturan agar tidak mendapatkan sanksi
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administratif oleh Kementerian Agama juga tidak melaksanakan apa yang
diamanahkan kepada Pegjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Nazhir dan Wakif
yang memiliki peran terhadap pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan
Nasiona tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran sertifikat
tanah wakaf.

Dengan demikian menurut penulis faktor penegak hukum undang-
undang berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Pasal 69 mengenai pemberian sanksi administratif
keterlambatan pendaftaran benda wakaf di kecamatan Sukodadi hanya sgja
penerapan yang ada di Lamongan berbeda dengan Undang-Undang.

Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan
perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana
fisik, berfungsi sebagal faktor pendukung. sarana dan fasilitas juga bisa
meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang
baik, peraatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau
hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai
tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar,. Sarana atau
fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan
dan terampil, organisas yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup, dan seterusnya, Kalau ha itu tidak terpenuhi, maka mustahil

penegakan hukum akan mencapai tujuannya
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Terkait faktor sarana dan fasililitas dalam efektivitas Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 68 mengenai pemberian sanksi

administratif di

kecamatan Sukodadi ini untuk masalah fasilitas dirasa

cukup memadai karena di Kantor Urusan Agama Sukodadi sudah terdapat

beberapa fasilitas yang menunjang untuk melakukan pendaftaran tanah

wakaf ke Badan Pertanahan sehingga tidak akan terjadi pelanggaran pada

pasa 32 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang berdampak adanya

sanksi Administratif.

Tabel Inventaris Kantor %

Keadaan
No Nama Barang Jumlah
Baik Sedang Rusak

1 | Komputer 1 1

2 | Printer i 1

3 | Mda 6 5 1

4 | Kurs 6 5 1

5 | Lemari Arsip 1 1

6 | Rak Arsip 5 5

7 | Kursi Plastik 20 20

8 | KipasAngin 5 5

9 | Mesin Ketik 1 1
10 | Brangkas 1 1

% Data Inventaris KUA Sukodadi
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Sesual teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto jika sarana dan
prasarana juga berpengaruh dalam penentuan tingkat efektifitas suatu hukum,
dengan adanya sarana dan prasarana yang seharusnya dapat dikatakan sudah
mendukung penegakan hukum maka diharapkan hukum atau aturan itu dapat
berjalan dengan baik. Kementerian Agama Kabupaten Lamongan berusaha
memfasilitasi proses pendaftaran tanah, dengan adanya fasilitas dari
pemerintah diharapkan tidak terjadi lagi keterlambatan pendaftaran tanah
wakaf.

Dengan demikian menurut penulis faktor sarana atau fasilitas undang-
undang berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf Pasad 69 mengenai pemberian sanksi administratif
keterlambatan pendaftaran benda wakaf di kecamatan Sukodadi. Dalam hal
sarana atau fasilitas ini belum dilengkapi dengan baik guna penegakan
hukum.

. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum itu berasal dari
masyarakat dan bertujuan untuk mencapali kedamaian serta ketentraman di
dalam masyarakat itu sendiri.

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan
masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka

peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Melihat dari contoh
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kasus yang ada di Desa Siwalanrejo Masyarakat dapat dikatakan menjadi
salah satu faktor yang membuat terlambatnya pendaftaran tanah wakaf yang
ada di wilayah ke dua desa tersebut. Di Desa Siwalanrejo dengan adanya
permasal ahan disekitar tanah wakaf menghambat penerapan Undang-Undang
untuk mendapatkan sertifikat tanah. Sedangkan untuk kasus lainnya di Desa
Siwalanrgo dimana adanya rasa kepercayaan kepada pihak keluarga dan
tempat tanah wakaf yang masih berada satu lokasi dengan rumah wakif yang
juga menghambat pendaftaran tanah wakaf. tanpa disadari oleh masyarakat

Dalam ha kesadaran masyarakat ini penulis melihat bahwa Undang-
undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf belum diketahui masyarakat secara
luas khususnya mengenai pemberian sanksi Administratif terhadap Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf, masyarakat seakan masih nyaman dengan
bagaimana proses perwakafan yang ada di daerah sekitarnya atau belum
terlalu memperhatikan Undang-Undang

Peraturan perundang-undang tidak berjalan kalau tidak diketahui oleh
masyarakatnya itu sendiri, oleh karenanya kembali lagi kurangnya sosialisasi
yang intens ke masyarakat. kemudian pemberian contoh atau teladan yang
baik dari penyelenggara undang- undang dalam hal kepatuhan dan sikap
menghormati terhadap undang-undang perwakafan ini. Sehingga kedepannya
dapat memberikan kesadaran hukum yang maksimal bagi masyarakat
sehingga dapat tercapainya tujuan dari pemberian sanksi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor kesadaran masyarakat

berpengaruh dalam efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang



70

Wakaf Pasal 68 tentang pemberian sanksi administratif di Kecamatan
Sukodadi.
Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal
kebudayaan. K ebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia
dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau
mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan
berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-
aks terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang
merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-
kebiasaan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kementrian
Agama Kabupaten Lamongan dan beberapa daerah yang ada di wilayah
kecamatan Sukodadi, secara tidak langsung faktor kebudayaan ini juga
mempengaruhi mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004
Pasa 68 tentang sanksi administratif. Seperti yang dijelaskan oleh
Kementerian Agama Kabupaten Lamongan bahwa masyarakat lebih suka
mengelola permasal ahan wakaf secara turun temurun atau secara tradisional
dan jarang mengikuti aturan yang ada.

Untuk merubah akan hal ini tidak perlu untuk merubah pola pikir
masyarakat tetapi dengan sosidlisass yang intens kepada masyarakat

sehingga dapat merubah pandangan, kebiasaan mereka dalam ha
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mel aksanakan praktik wakaf sehingga tidak ada tanah wakaf yang nantinya
tidak mendapatkan sertifikat sehingga berdampak dengan pemberian sanksi
Administratif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor kebudayaan juga
mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 68
tentang pemberian sanksi administratif di Kecamatan Sukodadi.

. Pelaksanaa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pegjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar
penting dalam perwakafan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW adalah peabat berwenang yang
ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Diantara
tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administras wakaf dan
melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian harta
bendanya dengan baik.

Sebaga sdlah satu unsur penting dari wakaf, dalam praktiknya di
lapangan, PPAIW dinilai belum menunjukkan performa yang ideal dalam
melayani kepentingan calon wakif. Banyak analisis yang menyebabkan hal
tersebut terjadi, diantaranya adalah karena PPAIW merupakan jabatan yang
melekat dari seorang kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki
banyak tugas dan tanggung jawab. Ada juga yang menyebutkan bahwa hal
tersebut disebabkan tugas- tugas PPAIW belum sepenuhnya dipahami oleh
semua kepala KUA, sehingga banyak masalah perwakafan belum ditangani

secara lebih optimal. Dan kurangya sumber daya manusia yang ada di Kantor
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Urusan Agama Sukodadi

Posisi Pegjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf secara administratif sangat
penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda
wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga
yang tidak bertanggung jawab. Banyak di lapangan ditemukan harta benda
wakaf belum ada Akta lkrar Wakaf karena belum didaftarkan oleh Nazhir
di KUA, atau telah memiliki Akta lkrar Wakaf namun belum memiliki
sertifikat karena belum optimalnya peran PPAIW dalam menjaankan tugas
dan fungsinya.

Melihat dari beberapa alasan diatas menandakan jika pelaksanaan sanksi
administratif di Kantor Urusan Agama Kecamatan sukodadi ini belum
terlaksana secara maksimal. Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang
memiliki peran untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasa
68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak melaksanakan sesuai
dengan amanat. Kementerian agama merubah proses pemberian sanksi
administratif tersebut dengan hanya pemberian himbauan kepada Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak hanya di Kecamatan Sukodadi melainkan di
seluruh Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Lamongan.

Tabel Perbandingan Data Sertifikat Tanah®

No Desa Wakif Nazhir AlW Sertifikat
1 | Sumberagung | Slamet NU 02-10-2004 | Belum
2 Baturono Nasir NU 14-04-2007 Belum

" Data KUA Kecamatan Sukodadi
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3 Baturono Suharto | Muhammadiyah | 21-10-2006 | Belum

4 Plumpang Sujono Mashadi 01-04-2009 Belum
5 Plumpang Arif Mashadi 01-04-2008 Belum
6 Surabayan Sumaji NU 01-10-2007 Belum
7 Kebonsari Wahab Subakir 20-07-2009 Belum

8 Sukodadi Munawi | Muhammadiyah | 26-01-2004 Sudah

9 Sidogembul | Sholeh NU 16-09-2013 Sudah

10 | Sumberagung | Joyo Masykur 16-05-2012 Sudah

Tabel diatas merupakan tabel tanah wakaf yang sudah memiliki Akta
Ikrar Wakaf dan proses pendapatan Akta lkrar Wakaf terjadi setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dari
Data 10 Tanah wakaf yang sudah mendapatkan sertifikat tanah terdapat 3
tanah wakaf sedangkan 7 tanah wakaf belum mendapatkan sertifikat tanah
wakaf .

Proses pemilihan pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-
Undang memang telah melalui proses pertimbangan-pertimbangan tertentu
oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Melihat hasil dari
Pencapaian yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan tidak memilih
untuk melaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang hanya

sekitar 30% .
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Prosentase 30% menandakan bahwa adanya sanksi administratif sesuai
dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dapat dikatakan
belum efektif karena pencapaian atau tujuan yang diinginkan oleh pemerintah
dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut belum mencapai tujuan yang
diinginkan bahkan prosentase keberhasilan tidak mencapai 50% dari tanah
wakaf keseluruhan. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum
dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapa tujuan yang telah

dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelititian serta pembahasan yang
berawal dari rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya maka
peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan terjadi karena
beberapa penyebab. Adapun penyebab keterlambatan antara lain karena
kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukodadi hanya terdapat 2 orang pegawai. Kesadaran Hukum

Wakif dan Nazhir terhadap Undang-Undang, Nazhir dan Wakif
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menganggap proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat
masih dirasa belum penting. Pemahaman lingkungan masyarakat sekitar
tanah wakaf, terjadinya permasalahan pada lingkungan sekitar tanah
wakaf.Penyebab yang terakhir adalah Pengetahuan, Pengetahuan yang
dimiliki oleh nazhir yang masih dirasa kurang dalam pengetahuan wakaf
terutama proses pensertifikatan tanah wakaf.

. Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 tentang sanksi
administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf Kecamatan Sukodadi dirasa belum Efektif karena
Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sebagai penegak hukum
memberikan sanksi administratif keterlambatan pendaftaran tanah wakaf
hanya sebatas himbauan-himbauan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf agar lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan wakaf yang
ada di daerah sekitarnya. Sanksi administratif tidak terlaksana sesuai
dengan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68.
Pencapaian yang didapat oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
dengan adanya pemberian sanks administratif dengan memberikan
himbauan-himbauan kepada Peabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Kecamatan Sukodadi dalam kurun waktu 13 tahun hanya mencapai 30%
atau 3 tanah wakaf dari 10 total tanah wakaf yang yang seharusnya sudah
mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Sehingga masih ada sekitar 70%
tanah wakaf yang sudah mendapatkan Akta lkrar Wakaf tetapi belum

memiliki sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional .
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa

hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama K abupaten
Lamongan agar berusaha menerapkan Undang-Undang tentang
pemberian sanksi administratif keterlambatan pendaftaran benda wakaf
sesuai dengan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan sanks
administratif juga harus dibarengi dengan adanya aspek yang
mendukung dari penerapan sanksi administratif. Hal ini bertujuan
ketika dilaksanakan sanks administratif tentang keterlambatan
pendaftaran tanah wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak
menimbulkan masalah di kemudian hari.

2. Bagi Pgabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, khususnya Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukodadi hendaknya ada sosiaisasi
tentang pendaftaran tanah wakaf sehingga tidak ada tanah wakaf yang
belum mendapatkan sertifikat tanah wakaf hanya karena wakif
percaya dengan nazhir walaupun tanah wakaf itu berada di
lingkungan sendiri. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ketika hendak
membuat Akta Ikrar Wakaf harus diteliti terlebih dahulu sehingga
ketika menuju proses sertifikat tidak terjadi masalah.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan
terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan

permasal ahan wakaf khususnya.
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1IN HIDAYATULLOH

L 703950001
: Dsn. Megarih RT 006 RW 002 Ds. Kedungﬂwgafml@ac Kembangbahu
Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
€. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
f. Kebangsaan . Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
4. Judul Proposal/Kegiatan . Efektifilas Undang-Undang

= ey

No. 41 Tahun 2004 P,
Pendaftars

sal 68 Tentang Sanksi

»

€. Anggota ; b

f. Waktu Peneli an/Survey/Kegiatan - 20 April sid 15 Mei 2017

0. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan - 1. Desa Siwalanrejo Kec, Sukodadi

2. Desa Plumpang Kec. Sukodadi

Dengan ketentuan 3

a. Berkewajiban menghormati dan mentaai peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan. !

b. Pelaksanaan Kegiatan agar lidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabila
keamanan dan kelertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan: _ _

¢. Wajib melaporkan hasil pen_elﬁandansejelisnya kepada Bupati La Ngan melalui Badan Kesatuan Bangsa da
Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya & (enam) Bulan setelah penelitian dila ksanakan,

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Lamongan, 18 April 2017
a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
. KABUP NGAN

Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)

. S8dr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan

3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
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